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BUPATI PAMEKASAN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam
perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 15 September 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020
tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2016 Nomor 10);



27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2021.

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
Semula ..o Rp. 1.810.452.458.754

Bertambah ... Rp. 126.568.555.819
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan .... Rp. 1.937.021.014.573

2. Belanja Daerah

SemuUla c..enii Rp. 2.182.098.999.528
Bertambah.......cocooiiiiiii Rp. 67.027.560.399
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan........... Rp. 2.249.126.559.927

(Defisit) = .o (Rp 312.105.545.354)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Pembiayaan

SemuUla ..o Rp. 412.050.509.824
Berkurang ......cocooviiiiii Rp._ (98.175.857.317)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan ..................... Rp. 313.874.652.507

setelah perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula ..o Rp. 40.403.969.050
Berkurang .....coovviviiiiiiiiii e Rp. (38.634.861.897)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan...................... Rp. 1.769.107.153
setelah perubahan

Pembiayaan Netto........coovviviviniiiiiiiiiieieeene, Rp. 312.105.545.354
setelah perubahan

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran.................. Rp. 0,00

tahun Berkenaan:



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

Semula ...ooiiiiiii Rp. 194.566.870.571

Bertambah ... Rp. 12.301.599.366

Jumlah Pendapatan Daerah.............c.ccce.o..ne. Rp. 206.868.469.937
b. Pendapatan Transfer

Semula ...oooiiiiii Rp. 1.556.683.491.283

Bertambah ... Rp. 79.052.774.702

Jumlah Pendapatan Daerah.............c..c.c........ Rp. 1.937.021.014.573
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula ...oooiiiiii Rp. 59.202.096.900

Bertambah ... Rp. 35.204.181.751

Jumlah Setelah Perubahan .......................... Rp. 94.406.278.651

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas jenis pendapatan :
a. Hasil Pajak Daerah

Semula ...ooveiii Rp. 36.570.650.387

Bertambah ... Rp. 6.000.000.000

Jumlah Setelah Perubahan .......................... Rp. 42.570.650.387
b. Hasil Retribusi Daerah

Semula ..o Rp. 8.867.305.418

Bertambah ... Rp. 3.219.442.000

Jumlah Setelah Perubahan ........................... Rp. 12.086.747.418
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula ...ooeiiiii Rp. 1.847.294.966

Bertambah ... Rp. 7.593.261

Jumlah Setelah Perubahan .......................... Rp. 1.854.888.227
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula .c.ooeiiiiii Rp. 147.281.619.800

Bertambah .......c.ooooiiiiiii Rp. 3.074.564.105

Jumlah Setelah Perubahan .......................... Rp. 150.356.183.905

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Semula ...ooviiiiii Rp. 1.464.232.482.845

Bertambah ........ccoiiiiiiiii Rp. 38.726.648.288

Jumlah Setelah Perubahan .......................... Rp. 1.502.959.131.133
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Semula ...ooviiiiiii Rp. 92.451.008.438

Bertambah ........ccoooiiiiiiiiii Rp. 40.336.126.414

Jumlah Setelah Perubahan ........................... Rp. 132.787.134.852

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

Semula ..o Rp. 59.202.096.900
Bertambah .......cocooiiiiiiiii Rp. 35.204.181.751
Jumlah Setelah Perubahan ............................. Rp. 94.406.278.651



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Operasi
Semula ...oiii Rp. 1.451.711.547.723
Bertambah ... Rp. 98.346.264.244
Jumlah Setelah Perubahan ........................... Rp. 1.550.057.811.967
b. Belanja Modal Sejumlah
Semula ...ooeiiiii Rp. 411.498.125.832
Berkurang .......c.cocooiiiiiiiiiiiiiieea Rp. (38.601.575.235)
Jumlah Setelah Perubahan .......................... Rp. 372.896.550.597
c. Belanja Tidak Terduga
Semula ...ooeiiiiii Rp. 3.500.000.000
Bertambah ..o Rp. 16.581.972.307
Jumlah Setelah Perubahan ........................... Rp. 13.081.972.307
d. Belanja Transfer
Semula ...ooeiiiiii e Rp. 315.389.325.973
Bertambah ... Rp. 309.590.225.056
Jumlah Setelah Perubahan ..............c..c.......... Rp. (5.799.100.917)
Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah............................ Rp. 737.236.274.808
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah................ Rp. 724.131.220.236
c. Belanja Hibah sejumlah......................col. Rp. 71.126.366.923
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah .................. Rp. 17.563.950.000
Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
belanja :
a. Belanja Modal Tanah sejumlah...................... Rp. 200.000.000
b. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin sejumlah .........coooviiiiiiiiin Rp. 61.845.342.816
c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan sejumlah ................ Rp. 69.699.850.668
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi sejumlah ... Rp 223.756.597.722
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
sejumlah.......... o Rp. 17.394.759.391
Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
jenis belanja :
a. Belanja Bagi Hasil sejumlah .......................... Rp. 5.047.860.784
b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah ............ Rp. 304.542.364.272
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
atas :
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah ................ Rp. 313.874.652.507
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah .............. Rp. 1.769.107.153
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan :
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -
Anggaran sebelumnya sejumlah ......................... Rp. 313.874.652.507
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pembiayaan :
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo ...ccoovvvviiiiiiiiiiiiecieeee e Rp. 1.769.107.153



Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.

b.
c.

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.
C.

Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau
masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri

atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Organisasi,

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah
Membayar;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program
Prioritas Daerah.



Pasal 7
Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
tanggal 28 Oktober 2021

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Oktober 2021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 221-3/2021
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